PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 11 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 Hyan@ang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharrabBae
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N&mainun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pénggalang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atakanhda
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaharrabae
menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan d&anjd8e
Daerah Tahun Anggaran 2007 kepada Dewan Perwakitdyat
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaratapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang diajuka
sebagimanan dimaksud huruf a, merupakan perwujudizm
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yaiadpadian
dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan BeRagrah
serta Prioritas dan Plafon Anggaran dan telah dls#pbersama
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tangdzeldruari
2007 dan 26 Pebruari 2007;



Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruhabdaerlu

o1,

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Preg@ang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aagga07;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembamtuk
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeramelsia
Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-UndamgoN 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomdahén
1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daeraérab
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkun@serah
Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengamarKulon
Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurl 2¢&mor
101);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiBian

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@85

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indariésmor

3312) yang telah diubah dengan Undang-Undang NdrAofFahun

1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nombatiih 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negarauliik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabagan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inden€ahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yelad)
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200€artgn
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968tang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NeBaublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembkegara
Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bealé?em Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Reputdi@nkesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rkepub

Indonesia Nomor 3688);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolasi Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noit®
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No8fait)3

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahgmara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No#i
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&s)4

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perlbandan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0d Rdmor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No3ti)4

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemkeamt
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara [kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pessaik
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negarab@ram
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistaenPanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik nesia
Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara bRkepu
Indonesia Nomor 4421);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&nta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@4 20omor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmadld437)
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 m&05
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggadnghtyndang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undarmgtn
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeramiiaean
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4493) jaden
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesfauii 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik IndamMésmor
4548);



12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahaerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMo&i#s,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@)4

13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangpt&gan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 18,dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dvdjaimur/
Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentajak Bxerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Mofrid,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@8)4

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangibBs
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@i 20omor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesmaoNd139);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentardud{gan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Deewakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonealaum 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indarésmor
4416) yang telah diubah terakhir dengan Peraturamefintah
Nomor 21Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Ataatiran
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukatolkyler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaliakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@Y 20omor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadldifi 2);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentamgeR#aan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rkpubl
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 4502);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentarapnd&t
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republi#foriasia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4503);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentamgarPan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@® 20o0mor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesmaoNd574);



20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga Da
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesiaum @005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Inslaridéomor
4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentargjerSi
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repudinesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara bRlkepu
Indonesia Nomor 4576);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentabghHiKepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@® 20o0mor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesmaoNd577);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon€afaun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repufii@nlesia
Nomor 4578);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentardpnfan
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Miflisrabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, bEdran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentardpnfan
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintabarahD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MofrGb,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@i8)4

26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangp®&ein
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LembaNaygara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@ff§ang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerabh;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 26ff@ang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bé&aejah
Tahun Anggaran 2007;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun Z2@@éng Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentanggafan
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Rardepala
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjaaer



30.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1lum&001
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daeramiiaen
Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Asgga007
adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. 498.642.700.897,00
b. Belanja Daerah Rp. 523.362.176.519,00
Surplus / (Defisit) Rp. (24.719.475.622,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp.30.680.475.622,00
2. Pengeluaran Rp. 5.961.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 24.719.475.622,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun

Berkenaan:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah dimaksud Pasal 1 huruf a, tdedtiri

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 33.129.459851,



b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 434.959.794.746,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sajumlah
Rp. 30.553.442.300,00

(2) Pendapatan Asli Daerah dimaksud ayat (1) haurtdrdiri dari

jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 3.136.805.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 19.148.106.600,00

c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan
sejumlah Rp. 4.269.533.869,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejuRyah
6.575.014.382,00

(3) Dana Perimbangan dimaksud ayat (1) huruf b, teddiri jenis

pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 15.928.312.300,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 374.760.000.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 42.119.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dimaksud&yhatruf c,

terdiri dari jenis pendapatan;

a. Hibah sejumlah Rp. 1.125.130.000,00

b. Dana darurat sejumlah Rp.0,00

c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 15.928.312.800,0

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.
13.500.000.000,00.

e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau pemerintalablaer

lainnya sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah dimaksud Pasal 1 huruf b, terdir d
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 317.878.73201b6

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 205.574.444.063,00



(2) Belanja Tidak Langsung dimaksud ayat (1) huruégditi dari

jenis belanja:

a.

b.

g.
h.

Belanja pegawai sejumlah Rp. 274.123.216.715,00
Belanja bunga sejumlah Rp. 108.000.000,00

Belanja Subsidi sejumlah Rp. 140.000.000,00

. Belanja hibah sejumlah Rp. 1.159.500.000,00

Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 6.725.000.000,0
Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 690.463.400,00
Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 22.241.68294

Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 12.599.869.396,0

(3) Belanja Langsung dimaksud ayat (1) huruf b, tedhn jenis

belanja:

a.
b.

C.

Belanja pegawai sejumlah Rp. 33.404.886.494,00
Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 74.067.40,0Q44

Belanja modal sejumlah Rp. 98.102.156.325,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah dimaksud Pasal 2 huruf critdedi:

a.

b.

Penerimaan sejumlah Rp. 30.680.475.622,00

Pengeluaran sejumlah Rp. 5.961.000.000,00

(2) Penerimaan dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri pais

pembiayaan:

a.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaratusesdoga
(SILPA) sejumlah Rp. 23.365.638.229,00

Pencairan dan cadangan sejumlah Rp. 0,00

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkamnsai
Rp. 0,00

. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00



e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlal9Rp.

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 7.314.83D39

(3) Pengeluaran dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri phamis

pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daeramssju
Rp. 4.783.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 92.000.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 1.086.00@00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan BalBajerah dimaksud

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak taehtian dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

V1.
VII.
VIII.

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeralrate
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mtenu
Urusan Pemerintahan, Organisasi, Pendapatan, Beldap
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahagadsasi,
Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dgergaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kexangk
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Adep Te
Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Awseyda
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Xl. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumygag
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalahunta
anggaran ini;

XlIl. Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

XIll. Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaranafengd’endapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasiora datlaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggahdiinogkan dan

mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Jan0&ri.2

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelaggan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah

Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 April 2007
BUPATI KULON PROGO,

ttd

. . H. TOYO SANTOSO DIPO
Diundangkan di Wates

pada tanggal 28 April 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd
SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERIA
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Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan PeavakiRakyat

Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor . 2/PB/DPRD/2007
2/PB/I11/2007
Tanggal . 24 Maret 2007
Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan D:

Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendpi
dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo T
Anggaran 2007.
Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Propinsi Daelstimewa
Yogyakarta dengan Keputusan Gubernur Propinsi Dadsimewa
Yogyakarta Nomor 68/KEP/2007 tentang Evaluasi Ragaa Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Patala dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan RancangatuRsn Bupati
Kulon Progo tentang Penjabaran Anggaran Pendapddéan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2007.
Disempurnakan dengan Keputusan Pimpinan Dewan RiawaRakyat

Daerah Kabupaten Kulon Progo :

Nomor . 2/KEP/PIMP/DPRD/2007
Tanggal 28 April 2007
Tentang . Penyempurnaan Rancangan  Peraturan Dae

Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Ppathr
dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo T

Anggaran 2007.



